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WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta
guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal
33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal
23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
. 2008 tentang Tahapan, Tam Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan
Walikota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2018;

c, bahwa berdasarkan pertimbangan $ebagaiman~
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 37
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018;



Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tarnbahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelenggaraanNegaraYangBersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nornor 4355)~

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Oengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taboo 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
5234);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran NegaraIndonesia Nomor5038);



10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahart Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5679);

11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
5601); ,

12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4578);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4738);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4815);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor21, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 4817);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5887);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia
Nomor6041);
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18 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6133);

19 Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6178);

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubaban Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor310);

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor518h

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD,RPJMDdan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24 Peraturan Daerah KotaBanjarbaru Nomor 11Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005·2025
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011
Nomor 11);

25 Peraturan Daerah KotaBanjarbaru Nomor07 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2016 Nomor 7) sebagatmena diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2018 Nomor ) ;



MENETAPKAN

26 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

PERATURANWALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 37
TAHUN 2017 TENTANGRENCANAKERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTABANJARBARUTAHUN 2018.

Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 37 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2018 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal4 di ubah, sehingga Pasal4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal4

(1) RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2018 di susun dalam dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dengan
Sistematika penulisan sebagai berikut :

BABI
BABII

BAB III

BABN
BABV

BABVI

PENDAHULUAN
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI
DENGANTRIWULANII TAHUN2018
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH
PRIORITASDAN SASARANPEMBANGUNANDAERAH
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
PENUTUP

(2)Uraian lebih lanjut Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018
sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum Lampiran
Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



PasalD
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarbaru.

di Banjarbaru
~tlggal 28 Agustus 2018

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH,

AERAH KOTABANJARBARUTAHUN2018 NOMOR ..aa
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SASI
PENOAHU LUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah
diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan
berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan
sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya
adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD,
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam
tahun berjalan, seperti :
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah;

2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan

RKPDmemuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat,
terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan dengan tujuan agar masyarakat merasa
lebih aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya. Perkembangan pembangunan
kota ditekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya-upaya yang lebih
proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan.
Walaupun kehidupan masyarakat Banjarbaru saat ini sudah berada pada kondisi yang lebih baik,
namun diakui masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintahKota Banjarbaru dalam
membangun daerah, mulai dari persoalan penduduk dan dinamikanya, hingga persoalan
lingkungan hid up.

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
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B. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPDKota Banjarbaru
Tahun 2018meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat "

Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
5038);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

13- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 2
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 225,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2018tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010Nomor 517);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 518);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPDdan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMDdan RKPD
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1312);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2011Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor ....Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018
Nomor .... );

26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

C. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPDKota Banjarbaru Tahun 2018ini disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum Penyusunan
C. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
D. Maksud dan Tujuan

BAB" EVALUASIHASIL PELAKSANAANRKPDSAMPAI DENGANTRIWULAN "
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BAB III RANCANGANKERANGKAEKONOMI DAERAHDAN KEBIJAKANKEUANGANDAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITASDAN SASARANPEMBANGUNAN

A. Tujuan dan Sasaran Pembagunan
B. Prioritas dan Pembangunan

BASV RENCANAPROGRAMDAN KEGIATANPRIORITASDAERAHDALAM PERUBAHAN RKPD

BABVI PENUTUP

D. MaksuddanTujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kota Banjarbaru tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 yang akan disampaikan
kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan
Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan antara DPRDdengan Walikota Banjarbaru yang selanjutnya akan dijabarkan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan

daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
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BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAM PAl DENGAN TRIWULAN II

Berkenaan dengan pelaksanaan operasional perencanaan tahun ketiga dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021,maka disusun dokumen
perubahan RKPD tahun 2018 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2018. Perumusan strategi dan
kebijakan pembangunan Tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam RKPDini, berpijak pada capaian
kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2018, juga memperhatikan isu dan
permasalahan strategis yang dihadapi daerah.

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Banjarbaru berdasarkan program prioritas yang
dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2018, dijelaskan sebagaimana pada lampiran I.
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BAB III
RANCANGANPERUBAHAN

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunanekonomi rakyat yang berdaya salng merupakan landasan utama dalam
memperkuatfondasi perekonomian nasional umumnya dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakatpada khususnya, sehingga diharapkan akan dapat diwujudkan peningkatan
pertumbuhanekonomi, terciptanya lingkungan berusaha yang aman dan nyaman,
peningkatankompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta
industrikecil/rumah tangga.

Kemajuan dan kemampuan ekonomi daerah akan dipengaruhi oleh sumbangan(share)
masing-masing sektor ekonomi yang membentuk kerangka ekonomi daerahsebagaimana
tercermin dalam PDRB daerah setiap tahunnya, kekuatan masing-masingsektor sangat
tergantung kepada kebijakan pembangunan, kondisi daerah sertakemampuan pendanaan yang
akan tergambar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahunnya.

Dari hasil analisa Input-Output, sumbangan (share) masing-masing sektor dalam PDRB
terlihat bahwa sektor perdagangan dan jasa memberikan sumbangan yang cukup besar yakni
sebesar 45,61%dari total nilai tambah brute, hal ini memperkuat fakta bahwa saat ini Kota
Banjarbaru makin bergerak mengarah kepada Kota Perdagangan dan Jasa.

Dari hasil analisa serta fakta pendukung di lapangan, maka untuk tahun 2016 rancangan
kerangka ekonomi daerah Kota Banjarbaru akan tetap disinergikan/mengacu pada rencana
kerja pembangunan baik secara Nasional, Provinsi maupun RPJM Daerah, yaitu masih akan
diarahkan untuk mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan
perdagangan yang efisien dan berdaya saing global melalui program-program yang mendukung
pergerakan ekonomi, peningkatan kuaJitas sumber daya manusia serta mengurangi angka
kemiskinan tanpa mengabaikan pembangunan sektor-sektor non ekonomi lainnya.

Mengacu pada Visi Kepala Daerah, yaitu "Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota
Pelayanan Yang Berkarakter", arah kebijakan ekonomi daerah Kota Banjarbaru diprioritaskan
kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu Sektor
Jasa, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Bangunan, dan Sektor Industri serta
diarahkan kepada sektor yang memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang serta tahan
terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor KUMKM dan sekor lainnya sebagai pendukung
dengan langkah-Iangkah kebijakan :
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang ditopang oleh sektor riil

ekonomi kerakyatan yaitu UMKM dan usaha ekonomi kreatif lainnya yang mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat;

2. Menyediakan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi;
3. Mendorong investasi swasta;
4. Upaya peningkatan Pendapatan AsJi Daerah yang rasional dan realistis melaJui intensifikasi

dan ekstensifikasi sumber pendapatan;
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5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk
memperoleh dukungan pembiayaan, program dan kegiatan, serta asistensi sebagai bagian
dari upaya pemerintah daerah atas keterbatasan pembiayaan dan kapasitas keuangan
daerah;

Adapun untuk sasaran ekonomi makro Kota Banjarbaru yang ingin dicapai pada
perubahan tahun anggaran zoisadalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 78,65;
2. laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,99 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 persen;
4. Angka kemiskinan sebesar 4,48 persen; dan
5. Pendapatanper Kapita sebesar Rp. 33,567 juta.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan perubahan keuangan daerah tahun 2016 diarahkan untuk memberikan
dorongan dalam kesinambungan pembangunan dengan tetap menjaga langkah-Iangkah
penganggaran yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian
operasionalisasinya diterbitkan Permendagri 13 Tahun 2006 Jo Permendagri 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. APBDyang merupakan dasar pengelolaan
keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perubahan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dan optimalisasi dana perimbangan (DAU,DAK,dan bagi
hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan
lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan AsHDaerah (PAD),
Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan AsH Daerah
merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD
dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kuaHtas otonomi daerah, maka
ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan
merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBNuntuk mendukung pelaksanaan
kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah
utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Adapun
upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah adalah: Pertama: melalui intensifikasi dengan 1)menginventarisir semua jenis pungutan
dalam rangka pemeliharaan dan pemutahiran data Objek dan Subjek Pajak, Retribusi Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
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2) merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan
tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya kepada masyarakat untuk kelancaran
penerimaan pendapatan daerah.j) mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah
dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang
berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, 3) rnlnlrnalj bulan sekali tim
mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka
pengamanan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Kedua dilakukan melalui langkah
ekstensifikasi dengan 1) melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka
menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asll
daerah dan menginventarisir serta mengevaluasi perda-perda yang ada dalam upaya penggalian
sumber-sumber pendapatan baru, 2) mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam
rangka menjaring dan menggali sumber-sumber pendapatan asll daerah yang baru sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dalarn rangka meningkatkan optimalisasi dana perimbangan, pemerintah
daerah berupaya melakukan peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan langkah-Iangkah
sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB,Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN),PPh Pasal zi dan BPHTB;
b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitunganpembagian

dalam Dana Perimbangan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsidalam

pelaksanaan Dana Perimbangan.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asll Daerah (PAD), Dana Perirnbangan, dan
lain-lain pendapatan yang sah. Kontribusi PADterhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil,
secara nyata tergambarkan pada prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah
pendapatan daerah hanya sebesar 18,92 persen. Pendapatan daerah dari sisi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) pada perubahan APBDmengalami peningkatan, dari target sebelumnya sebesar
Rp 188.250.000.000,- pada perubahan APBDmenjadi Rp 189.492.528.120,-atau naik sebesar Rp
1.242.528.120,-.Kenaikan ini terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Walaupun dari sisi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, namun dari sisi
Dana Perimbangan mengalami penurunan. Target Dana Perimbangan sebelumnya adalah
sebesarRp. 693.305.388.000,- pada perubahan APBD Tahun 2018 ini mengalami penurunan
menjadi sebesar Rp. 688.403.776.590,- atau turun sebesar Rp. 4.901.611.410,-.Penurunan ini
terjadi pada penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara keseluruhan jumlah Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2018
adalah sebesarRp 986.507-442.545,-yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)adalah
sebesarRp 189.492.528.120,-Dana Perimbangan sebesar Rp 688-403.776.590,-dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 108.611.137.835,-.
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Tabel j.t
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018

0,00

1.242·528.120

Pendapatan Hibah 25.694.585.535 25.694.585.535 0,00
Dana Bagi Hasil dari Provinsi 74.166.552.300 74.166.552.3°0 0,00
dan Pemda

Dana Penyesuaian 8.750.000.000 8.750.000.000 0,00
Bantuan Keu dari Provinsi atau
Pemda

0 0 0,00

Sumber: Badan Penge[o[aan Pajak Dan Retribusi Daerah & BPKAD Kota Banjarbaru, dio[ah

2. Perubahan Arah Kebijakan BeJanja Daerah

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat
dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan
aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Kemampuan
anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 disempurnakan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada tahun 2018diarahkan pada hal-hal
sebagai berikut :
a. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor rill menuju kemandirian perekonomian daerah

dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan;
b. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat khususnya bidang pendidikan dan

kesehatan;
c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya

efektifitas dan Efisiensi pengelolaan anggaran;
d. Peningkatan infrastuktur pendukung peningkatan perekonomian dan penataan lingkungan

hidup;
e. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun

Anggaran 2018,memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
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1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, didasarkan pada analisis
beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari
satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;

2) Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar
dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu,
diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait
dengan pelaksanaan kegiatan.

Mengacu pada perubahan kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang
merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan
dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kota
Banjarbaru. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama
kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,
maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat
mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut
adalah proyeksi perubahan belanja daerah Kota Banjarbaru pada tahun anggaran 2018.

Tabel j.z
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2018

Belanja Modal 313.018.651.185 347.5°7-461.135
Sumber: Badan Pengelolaan PajakDanRetribusi Daerah& BPKADKota Banjarbaru, diolah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terjadi perubahan dari target
sebelumnya sebesar Rp 1.043.317.152.620,- menjadi Rp 1.097.025.602.945,-atau naik sebesar
Rp53.708.450.325,-. Perubahan terjadi pada Belanja Tidak Langsung dari target sebelumnya
sebesar Rp 424.547.181.665,-menjadi Rp 435.557.252.640,-atau terjadi peningkatan sebesar Rp
11.010.070.975,- dan Belanja Langsung yang diproyeksikan sebelumnya sebesar Rp
618.769.970.955menjadi sebesar Rp 661-468.350.3°5,-atau terjadi peningkatan sebesarRp
42.698.379.350,-.
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3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan Kebijakan Penerirnaan Pernbiayaan Daerah berisikan uraian rnengenai
kebijakan penerirnaan pernbiayaan daerah yang akan dllakukan terkait dengan kebijakan
pernanfaatan slsa Jebih perhitungan anggaran tahun sebeJurnnya(SILPA), pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerirnaan pinjarnan daerah,
penerirnaankernball pernberian pinjarnan,penerirnaanpiutang daerah, dan kondisi keuangan
daerah.

Adapun arahkebijakanperubahanpenerirnaanpernbiayaanuntuk tahun anggaran2018
adaJahsebagaiberikut :
a. DaJarn rnenetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelurnnya(SiLPA),agardisesuaikandengan kapasitaspotensi riil sesuaiketentuan yang
adauntuk rnenghindarikendalapendanaanpadabelanjayangtelah direncanakan.

b. DaJarnrnenetapkan anggaran penerirnaan pembiayaanyang bersurnber dari pencairan
dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikandengan Peraturan
Daerah tentang PernbentukanDana Cadangan.Sedangkanakumulasi penerimaan hasil
bunga/devidendari danacadangandianggarkanpadalain-lainpendapatanaslldaerahyang
sah;

Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pernbiayan Daerah sebagai upaya peningkatan
surnber pernbiayaandengan rneningkatkan manajernenpembiayaandaerah yang rnengarah
pada akurasi, efisiensi, etektifitas dan profitabilitas. Sedangkanstrategi yang diambil adalah
sebagaiberikut :
a. ApabilaAPBDsurplusmaka perlu dilakukantransfer ke persediaanKasdalambentuk giro,

deposito, penyertaanmodalatau sisalebih perhitungananggarantahun berjalan.
b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih

perhitungananggarantahun lalu,dan rnelakukanefisiensidan penghematanbelanja.
c. Apabila SisaLebih PerhitunganAnggaran tidak rnencukupi untuk menutup defisit APBD,

makaditutup dengandanapinjaman.

Berikut adalah target dan proyeksi pembiayaan daerahKota Banjarbaru pada
perubahantahun anggaran2018.

Tabel3·3
ProyeksiPerubahanPernbiayaanDaerahTahun2018Sebelumdan SesudahPerubahan

Sumber; Badan Pengeioiaan Pajak Dan Retribusi Daerah & BPKAD Kota Banjarbaru, dioiah

PenyertaanModal (Investasi)
PemerintahDaerah 7·500.000.000 7·500.000.000
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Dengan adanya defisit pada APBD Perubahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018

yang mencapai sebesar Rp 110.518.160.400,-, maka berdasarkan regulasi dalam Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)
dan melakukan rasionalisasi belanja. Defisit anggaran tersebut akan ditutupi dari Pembiayaan
sebesar Rp 110.518.160.400,- yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah berupa Sisa
lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 118.018.160.400,- yang
dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 7.500.000.000,-.
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BABIV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasipermasalahan
pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukanuntuk mengatasi
permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan kedalam fokus prioritastahun
rencana yang berisi program-program unggulan SKPD yang paling tinggi dayadukungnya untuk
mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaranpembangunan daerah.
Selanjutnya dari fokus prioritas pembangunan pad a tahun rencanatersebut, ditetapkan tema
pembangunan yang menjadi benang merah menuju sasaranpembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerahmenyangkut
keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya
yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga
kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari
tujuan strategik daerah mengingat urgensi dayaungkit pada kesejahteraan dan cakupan
pembangunan.

Adapun metodelogi penyusunan prioritas dengan memperhatikan kriteria antaralain:
1. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
2. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan

prioritas program pembangunan.
3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama untuk mendorong, memfasilitasi,

mengkoordinasi, dan memberikan kemudahan agar pembangunan yang dilakukan dapat
berkembang.

4. Realistis untuk dilaksanakan

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Visi dan Misi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaranpembangunan adalah sebagai
berikut:

Tabel a.i
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakt

3. Meningkatkan sistem drainase perkotaan yang
baik dan terkoneksi

5·

6. Meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan
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12. Meningkatkan pelaksanaan agenda reformasi
birokrasi

13. Meningkatkan perlindungan Sosial masyarakat

B. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru
Tahun2016-2021ada 5 (lima) prioritas pembangunan. Setiap tahun anggaranperlu diperjelas titik berat
yang akan dilaksanakan atau disebut fokus PrioritasPembangunan yang bertitik tolak dari identifikasi
masalah yang ada setiap tahunnya.Gambaran keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah
yang tertuang dalam RPJMDdenganprioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2018
disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel a.z
Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)dan Prioritas Pembangunan Tahunan (RKPD)

1. Banjarbaru dengan Sumber Daya Manusia 1.

yang Berkualitas

2.
2. Banjarbaru dengan Infrastruktur Kota yang 1.

cerdas 2.
3·

Peningkatan kualitas sarana prasarana
pendidikan dan pelaksanaan pendidikan yang
berkarakter

kesehatan
Peningkatan pelayanan infrastruktur kota
Peningkatan ketersediaan RTHdan ruang publik
Peningkatan koordinasi dan penegakan
penyelenggaraan penataan bangunan dan
gedung

4. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan
rumah tidak layak huni

5. Peningkatan pengelolaan sampah
6. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan

pelajar

3. Banjarbaru daerah tujuan investasi

4. Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang 1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
berkarakter daerah dan reformasi birokrasi berbasis

T"'~rnr,'f'I('" informasi
5. Banjarbaru aman, tertib dan nyaman 1. Peningkatan kesejahteraan sosial dan

penanggulangan kemiskinan
2.

Berdasarkan prioritas tahun 2018 tersebut diatas, maka ditetapkan tema Pembangunan yaitu
"PEN1NGKATAN PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
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KESEJAHTERAAN MASYARAKAT".Adapun sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota
Banjarbarupada tahun 2018 adalah sebagaiberikut :

Tabel a.j
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Banjarbaru Tahun 2018

• Pembangunan Manusia
dan Masyarakat

• Kalsel Cerdas
• Kalsel Sehat
• Kalsel Terampil
• Kalsel Beriman
• Kalsel Berb

• Banjarbaru dengan Sumber
Daya Manusia yang
Berkualitas

• Pembangunan Sektor
Unggulan

• Kalsel Menuju Salah Satu
Destinasi Wisata Nasional

• Kalsel Menuju Tuan Rumah
PON

• Banjarbaru daerah tujuan
investasi

• Pemerataan dan
Kewilayahan

• Kalsel Dengan Infrastruktur
Yang Berkualitas

• Kalsel Menuju lingkungan
Berkualitas

• Banjarbaru
Infrastruktur
cerdas

dengan
Kota yang

• Pembangunan Politik,
Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan

• Kalsel Aman
• Kalsel Dengan Pemda

Berkinerja Baik

• Banjarbaru aman, tertib dan
nyaman

• Banjarbaru

• Pembangunan Ekonomi • Kalsel Sentra Pangan •
• Kalsel Menuju Daerah

Industri, Perdagangan Dan
Jasa

sebagai kota
berkarakter

daerah tujuan

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah, program dan indikatorkinerjanya serta
target capaian tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel a.q
Prioritas Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Indikator Target Kinerja Tahun 2018

1. Banjarbaru
dengan Sumber
Daya Manusia
yang Berkualitas

• Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan

• Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar

Persentase satuan pendidikan
yang menerapkan model
pendidikan yang berkarakter

100% Dinas
Pendidikan

100%

100%

88,50%

Persentase kelulusan :
Sembilan Tahun

• Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan SD

SMP

Angka Melanjutkan :

SDkeSMP
SMPkeSMA

Angka Pendidikan yang
Ditamatkan:

PEMERINTAHKOTABANJARBARU 15



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2018

SD 17,83%
SMP

6,78%

• Program Promosi Persentase integrasi Jamkesda 75% Dinas
Kesehatan dan ke Penerima Bantuan luran Kesehatan
Pemberdayaan Jaminan Kesehatan Nasional
Masyarakat

(PBI-JKN)
• Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin Menurunnya Angka Kematian 100,25

• Program Kemitraan Ibu per 100.000 kelahiran hidup
Peningkatan Pelayanan (%,)
Kesehatan

• Program Peningkatan Menurunnya Angka Kematian 5,57
Sumber Daya Kesehatan Bayi per 1.000 kelahiran hidup

• Program Pelayanan (%,)
Kesehatan Ibu dan Anak

2. • Program Presentase Berkurangnya luas 0,22% Dinas
dengan Perumahan Permukiman kumuh Perumahan&
Infrastruktur Kota • Program Lingkungan Permukiman
yangcerdas Hidup Sehat Perumahan Persentase Rumah Tidak Layak 0,09%

Huni (RTLH)

• Program Pembangunan Persentase yang 47,51% Dinas
Jalan dan Jembatan terlayani sistem jaringan Pekerjaan

• Program Pembangunan Drainase skala kota Umumdan
Saluran

PenataanDrainase/Gorong-gorong
Ruang• Program

Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Jalan dan Jembatan

• Program Pengendalian
Banjir

• Program Pembangunan
Fasilitas Umum

• Program Prosentase luasan Ruang 10,196%
Ruang Terbuka Hijau Terbuka Hijau publik sesuai
(RTH) ketentuan

• Program Penyediaan Air Persentase penduduk yang 83,17%
Minum mendapatkan akses air minum

yangaman

• Program Penyediaan Persentase penduduk yang 90,95%
Sistem Air Limbah terlayani sistem air Iimbah yang

memadai

• Program Pengembangan Persentase pengurangan 10% Dinas
Kinerja Pengelolaan sampah dari sumbemya Lingkungan
Persampahan Hidup

Persentase sampah terangkut 88%
dan diproses ke TPA

• Program Pengendalian Indeks pencemaran air 41
pencemaran dan
kerusakan lingkungan Indeks pencemaran udara Sedang

• Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
DayaAlam

• Program Peningkatan
Polusi
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3· Banjarbaru daerah • Program Peningkatan NilaiInvestasi PMDN(Rp. 1.496 Dinas
tujuan investasi Promosi dan Kerjasama Milyar) Penanaman

Investasi Modal&PTSP
• Program Peningkatan NilaiInvestasi PMA(Rp. Milyar) 59IklimInvestasi dan
Realisasi Investasi

• Program Peningkatan Prosentase kecamatan yang 60% Dinas
Effesiensi Perdagangan memiliki pasar tradisional Perdagangan
Dalam Negeri

• Program Pembinaan
Pedagang KakiLimadan

• Program Pengembangan Persentase wirausaha dengan 83% Dinas
Kewirausahaan dan pertumbuhan usaha positif Koperasi,
Keunggulan Kompetitif UKMdan
Usaha Kedl Menengah Tenaga Kerja

4· Banjarbaru • Program Penataan Kinerja B Bagian
sebagai kota Kelembagaan, Pemerintah Organisasi-
pelayanan yang Ketatalaksanaan dan Setdako
berkarakter Analisa Jabatan

• Program Opini pemeriksaan WTP
dan Pengembangan Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Pajak&
Daerah Retribusi

Daerah
• Badan
Pengelolaan
&Aset
Daerah

• Program Peningkatan LevelMaturitas Sistern Berkembang Inspektorat
Sistem Pengawasan Pengendalian Internal
Internal dan Pemerintah (SPIP)
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

• Program Peningkatan Tingkat kepuasan masyarakat B Lintas SKPD
Pelayanan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Nita!Kepatuhan terhadap Hijau Lintas SKPD
Standar Pelayanan

• Program Pengembangan Persentase SKPDyang 60% Dinas Kominfo
Komunikasi, Informasi menggunakanTeknologi
dan Media Massa Informasi dalam pelayanan

5· Banjarbaru aman, • Program Pelayanan dan Cakupan penanganan PMKS 41,4% Dinas Sosial
tertib dan nyaman Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Masyarakat miskin yang 6.186
• Program Pembinaan menerima Raskinda (RTSM)
Panti Asuhan, Panti
Jompo, SLBdan Pondok
Pesantren

• Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana,
PSK,Narkoba, dan

Sosia
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BABV
RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD

Penyelenggaraanprogram dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakanberdasarkanurusan
pemerintah daerahsesuaiPeraturanMenteri DalamNegeriNomor13Tahun2006sebagaimanatelah
diubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor21Tahun2011.

Pada PerubahanRKPDtahun 2018, rencana program dan kegiatanpembangunandaerah
disusun didasarkan pada evaluasi capaian kinerjapenyeJenggaraanpemerintah dan rancangan
kerangka ekonomi daerah,sebagaimanayang telah diuraikan pada bab II dan bab III. Adapun
rencanaprogram dan kegiatan pembangunan pada RKPDperubahan tahun 2018beserta pagu
indikatif sesuaiurusan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD),diuraikan
secaradetail pada lampiranII.
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BABVI
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2018 perubahan
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi
daerah, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPDdisusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan
pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah
sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Perubahan RKPD Kota Banjarbaru tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional
pembangunan tahun 2018 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema
pembangunan tahun 2018 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya
sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPDTahun 2018 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD);

2. Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 untuk menyusun
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan
daerah untuk periode berikutnya.
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